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ABSTRAK 

 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK 

PIDANAKEKERASAAN SEKSUAL ANAK DI DINAS PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 

Oleh : 

MUAMMAR FAKHRI 

6181110115 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kota Bima dan untuk mengetahui perlindungan hukum 

terhadap tindak pidana kekerasaan seksual anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual,  

dan kasus metode pengumpulan data yaitu melakukan pengumpulan data-data 

yang kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis yang 

berhubungan dengan faktor dan penegakan hukum terhadap tindak pidana 

kekerasaan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kota Bima. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu 

deskriptifkualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Faktor penyebab 

terjadinya tindak pidana kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima meliputi: (a) faktor internal yaitu 

faktor moral, faktorpsikologi pelaku, merosotnya iman atau kepercayaan, (b) 

faktor eksternal, yaitu faktor kurang pengawasan orang tua, lingkungan dan 

pergaulan bebas, dan faktor keluarga. (2) Penegakan hukum terhadap tindak 

pidana kekerasaan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 

Perlindungan Anak Kota Bima, terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum 

pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP Pasal 290-296 dan 

hukuman kebiri. Sedangkan menurut undang-undang RI perlindungan Anak 

Nomor 35 tahun 2014 telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 

ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 ( lima miliar 

rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, 

pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun hukuman 

tersebut belum setimpal dengan hukum pidana Islam namun sejauh ini masih 

memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan kekerasaan 

seksual anak. 

 

Kata kunci: Penegakan Hukum, Kekerasaan Seksual Anak  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak adalah generasi penerus bangsa yang ditunggu-tunggu oleh 

negara Indonesia yang dapat membangun dan memimpin bangsa dan negara 

Indonesia nantinya.
1

Hal tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Pasal 34 ayat (1) yang 

menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak–anak terlantar merupakan 

tanggung jawab negara untuk memeliharanya”. Akan tetapi masih banyak 

sekali anak-anak yang mengalami tindakan kejahatan seperti contoh perjualan 

anak dibawah umur, kekerasan seksual anak, pembunuhan anak, dan masih 

banyak contoh lainnya. 

Pengaturan mengenai perlindungan anak telah diterapkan sejak lama, 

namun hal tersebut tidak membuat para pelaku jera dan terus menerus mencari 

anak-anak di bawah umur untuk dijadikan korban kejahatan. Sehingga tanpa 

kita sadari, banyak anak-anak generasi muda bangsa dan negara yang 

kehilangan semangat hidupnya, mentalnya terganggu, serta takut untuk 

bertemu orang baru.  Mengapa para pelaku kejahtan seksual anak ini kerap 

kali bebas dari jeratan hukum ? karena, pada pihak keluarga korban yang takut 

untuk melapor kepada para pihak yang berwajib. 
2
Di dalam Pasal 287 KUHP 

menjelaskan tentang penuntutan yang dilakukan atas pengaduan untuk 

                                                           
1
 Ik∂t∂n Dokter An∂k Indonesi∂, Tumbuh Kemb∂ng An∂k d∂n Rem∂j∂ buku ∂j∂r II, CV S∂gung 

Seto, J∂k∂rt∂, 2005, hlm 105 
2
Ibid 
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perempuan belum 12 (dua belas) tahun, jika salah satu hal yang disebutkan 

dalam Pasal 291 dan 294 KUHP. 

Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan serta perlindungan 

yang layak dan juga tumbuh berkembang secara optimal. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 mengenai perlindungan anak menegaskan, 

Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpatisipasi 

secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan yang dimaksud 

adalah melindungi anak yang secara seksual, anak yang diperdagangkan, anak 

korban pemerkosaan, dan anak korban kekerasan fisik/mental. 

Kasus kekerasan seksual anak sebenarnya bukan kali pertama terjadi 

diIndonesia terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Kota Bima, selalu ada setiap Tahunnya  kasus kekerasan seksual anak 

yang dapat berdampak buruk terhadap kondisi anak serperti dampak 

pisikoslogis, emosional, fisik dan mental sosialnya yang meliputi depresi, stres, 

trauma, gelisah, kurangnya kepercayaan diri yang buruk, serta kepribadian 

yang kacau pada anak. Pelaku kejahatan kekerasan seksual anak akan dijerat 

Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan 

anak, dengan hukuman antara 3 hingga 10 tahun penjara. Sementara dalam 

KUHP, tindak pemerkosaan diancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. 

Kesulitan dalam mengukap kasus kekerasan terhadap anak ini, dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan juga faktor struktural,yang diantaranya 

yaitu :
3
 

                                                           
3
Abu Hur∂er∂h, Keker∂s∂n Terh∂d∂p An∂k, Nu∂ns∂ Cendeki∂, B∂ndung, 2012, hlm 60 
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1. Penolakan korban 

2. Manipulasi pelaku 

3. Aib keuarga 

4. Banyak masyarakat yang tidak mngetahui tanda-tanda secara jelas 

pada diri anak yang telah telah menjadi korban kekerasan seksual. 

5. Masalah yang terjadi pada keluarga (hubungan orang tua-anak,suami 

istri, dan lain-lain ) tidak perlu masyarakat luas ketahui. 

Para pelaku kejahatan kekerasan anak melampiaskan hawa nafsu 

bejatnya dengan memberi iming-iming imbalan berupa uang atau sebuah 

barang sehingga anak-anak dibawah umur yang masih polos pemikirannya 

dan lugu itu menerima tawaran si pelaku dan masih banyak modus pelaku 

kejahatan melancarkan aksinya. 

Tabel 1. 

Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2018-2021 

Nomor Jenis Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual 

Tahun Ket 

2018 2019 2020 2021 

1.  Pemerkosaan 24 25 27 30  

2.  Pencabulan 27 24 13 26  

3.  Pelecehan Seksual 15 17 18 19  

4.  Persetubuan 12 18 19 18  

Jumlah 78 84 87 93  
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Berdasarkan tabel di atasa bahwa pada tahun 2018, kasus kekerasan 

seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 

sebanyak 78 kasus, di tahun 2019, kasus kekerasan seksual anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak meningkat sebanyak 84 

kasus, di tahun 2020 kasus kekerasan seksual anak meningkat menjadi 87 

kasus, pada tahun 2021 kasus kekerasan seksual anak meningkat lebih tinggi 

dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 93 kasus, dan pada tahun 2022 dari 

awal Januari hingga Juli bahwa  kasus kekerasan seksual anak mencapai 42 

kasus, jumlah ini dapat terus meningkat hingga akhir tahun. 

Semakin Tingginya kasus kekerasan seksual anak yang terjadi 

diberbagai sektor di Indonesia, seperti kekerasan seksual yang sering terjadi 

di Lingkungan Perguruan Tinggi. Banyaknya kasus kekrasan seksual yang 

terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi dari tingkat Sekolah Dasar (SD) 

hingga Universitas sekalipun, Kekerasan seksual yang sering terjadi di 

ruang lingkup Perguruan Tinggi biasanya dilakukan oleh Guru, Kepala 

Sekolah, Tenga Pendidik, Dosen, dan juga bisa dilakukan oleh sesama 

teman. Sehingga, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  membuat peraturan  

Nomor 30 tahun  2021 tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan 

Seksual (PPKS) DI Lingkungan Perguruan Tinggi. 

Jika ini tetap dibiarkan begitu saja, maka hancurlah generasi penerus 

bangsa dan negara Indonesia, terutama yang berada di wilayah Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima, Nusa 

Tenggara Barat. Bertolak darikasus kekerasan anak ini penyusun 
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mengangkat judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak 

PidanaKekerasaan Seksual Anak ( Studi  Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kota Bima )” yang didasarkan pada beberapa 

alasan untuk dilakukan penelitian. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian maka 

penulis menyimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana  kekerasan seksual anak  di 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tindak pidana kekerasaan seksual 

anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota 

Bima? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 

tindak pidana kekerasaan seksual pada anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima. 

b Penelitian ini bertujuan  mengetahui perlindungan hukum terhadap 

tindak pidana kekerasaan seksual anak di Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima. 
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2. Manfaat Peneletian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdiri dari manfaat 

teoritis atau akademis dan manfaat praktis, yaitu : 

a Manfaat  secara Teoritis atau Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi 

peneliti/penyusun serta memberikan pengetahuan kepada orang lain  dari  

kasus kekerasan seksual anak yang sering terjadi 

b Manfaat Secara Praktis 

Penelitian ini bermanfaat dapat menambah pengetahuan, untuk 

mengidentifikasi suatu masalah,  dan pengalaman bagi peneliti/penyusun 

dalam meneliti kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bima. 

D. OrisinalitasPenelitian 

Untuk mendukung penelitian ini maka dilakukan telaah pustaka pada 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yaitu: 

No Nama dan Judul 

Skripsi 
Tujuan 

Penelitian 

Hasil penelitian 

1.  Alya Tsania 

Aprillianti, 

2022.Penegakan 

Hukum terhadap 

Pelaku 

Pelecehan 

Seksual Anak di 

Bawah 

Umur.
4
 

1. Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

penerapan 

sanksi pidana 

yang 

diberikan 

kepada Anak 

yang 

1. Bahwa penerapan sanksi dalam 

kasus putusan Nomor 10 / 

Pid.Sus-Anak / 2019 / PT.BDG 

didasarkan pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. Hal ini dapat 

diketahui, karena terdakwa 

yang melakukan perbuatan 

                                                           
4
Alya Ts∂ni∂ Aprilli∂nti,Peneg∂k∂n Hukum terh∂d∂p Pel∂ku Peleceh∂n Seksu∂l An∂k di B∂w∂h 

Umur. Skripsi.Prodi Ilmu Hukum, F∂kult∂s Hukum, Universit∂s Isl∂m B∂ndung, Indonesi∂. 2022 
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Berkonflik 

dengan 

Hukum  

2. Untuk 

mengetahui 

pertimbangan 

hakim dalam 

putusannya 

terhadap 

pelaku yang 

merupakan 

seorang Anak 

cabul merupakan seorang anak 

berumur 17 (tujuh belas) tahun. 

Dimana kita tahu, untuk anak 

yang berkonflik dengan hukum 

akan dikenai 

pertanggungjawaban pidana 

apabila usianya telah mencapai 

14 (empat belas) tahun. Dalam 

kasus tersebut, terdakwa dijerat 

dengan Pasal 82 Ayat (1) Jo 

Pasal 76E Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak. 

Dikarenakan terdakwa 

merupakan seorang anak, maka 

dalam proses hukumnya 

didasarkan lah pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak. 

2. Dalam memutuskan suatu 

putusan, terdapat beberapa 

factor yang dipertimbangkan 

oleh Hakim dalam menjatuhkan 

berat ringannya pidana. Dan 

salah satunya adalah factor 

usia. Berdasarkan pada kasus 

diatas, Terdakwa merupakan 

seorang anak berumur 17 (tujuh 

belas) tahun sehingga 

penerapan yang digunakan 

berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Anak. 

Dalam UUSPPA, dijelaskan  

bahwa dalam system peradilan 

anak wajib dipertimbangkan 

adanya Diversi dengan salah 

satu syaratnya yaitu pidana 

yang diancam dengan pidana 

penjara dibawah 7 (tujuh) 

tahun. 

2 Temmangnganro 

Machmud 2020, 

Perlindungan 

Hukum 

1. Untuk 

mengungkap

kan 

bagaimana 

1. Aparat penegak hukum 

berkewajiban memberikan 

perlindungan terhadap korban 

yang diimplementasikan dalam 
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Terhadap Anak 

Korban 

Kekerasan 

Seksual Dalam 

Sistem Peradilan 

Pidana Terpadu 

Di Wilayah Kota 

Pontianak.
5
 

penanganan 

dalam sistem 

peradilan 

pidana 

terpadu 

terhadap 

anak korban 

kekerasan 

seksual di 

wilayah Kota 

Pontianak. 

2. Untuk 

mengetahui 

dan 

mengungkap

kan 

perlindungan 

hukum dalam 

kasus 

kekerasan 

seksual 

terhadap 

anak di 

wilayah Kota 

Pontianak 

dan 

Memberikan 

jalan keluar. 

 

peraturan perundang-undangan 

sebagai produk hukum yang 

memihak korban. Dalam 

konteks perlindungan terhadap 

korban kejahatan, adanya upaya 

preventif maupun represif yang 

dilakukan, baik oleh 

masyarakat maupun pemerintah 

(melalui aparat penegak 

hukumnya). 

2. Aparat penegak hukum (polisi, 

jaksa, hakim) masih 

memperlakukan Anak korban 

kekerasan seksual sebagai 

obyek, bukan subjek yang 

harus didengarkan dan 

dihormati hakhak hukumnya. 

Mereka kebanyakan masih 

menjadikan anak korban 

Kekerasan seksual menjadi 

korban kedua kalinya 

(revictimisasi) atas kasus yang 

dialaminya. Korban masih 

sering dipersalahkan dan tidak 

diberi perlindungan seperti apa 

yang dibutuhkannya. Aparat 

(polisi, hakim, jaksa) tidak 

mempunyai perspektif terhadap 

anak korban kekerasasn 

seksual. 

3 Muhammad 

Yogie Adha, 

2017. Penegakan 

Hukum Atas 

Tindak Pidana 

Kekerasan 

Terhadap Anak 

Di Wilayah 

Hukum 

Kepolisian 

Resor Kota 

Yogyakarta. 

1. Mengetahui 

proses 

penegakan 

hukum yang 

dilakukan 

Polres Kota 

Yogyakarta 

maupun 

kendala-

kendala yang 

dihadapi 

dalam 

menangani 

1. Faktor yang menyebabkan 

sering terjadinya tindak pidana 

kekerasan terhadap anak di 

Kota Yogyakarta yaitu faktor 

luar, faktor teknologi dan faktor 

keluarga itu sendri. Terkait 

proses penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Polres Kota 

Yogyakarta sebenarnya sudah 

sesuai dengan apa yang 

menjadi amat dari Undang-

undang ksusunya Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 

                                                           
5

 Temm∂ngng∂nro Machmud, Perlindung∂n Hukum Terh∂d∂p An∂k Korb∂n Keker∂s∂n 

Seksu∂l D∂l∂m Sistem Per∂dil∂n Pid∂n∂ Terp∂du Di Wil∂y∂h Kot∂ Ponti∂n∂k. Jurn∂l M∂h∂sisw∂ S2 

Hukum Unt∂n, Vol 2, No 2 (2012) 
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kasus 

kekerasan 

terhadap 

anak. 

Tentang Perlindungan Anak 

dan Undang-undang Nomor 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, akan tetapi perlu 

adanya peningkatan dan 

perbaikan dalam beberapa 

komponen, dikarenakan proses 

penegakan hukum tidak hanya 

terletak pada penegakan hukum 

saja dalam arti penyelidikan 

dan penyidikan, melainkan 

memberikan penyuluhan dan 

sosialisasi Undang-undang 

mengenai kekerasan terhadap 

anak kepada masyarakat Kota 

Yogyakarta juga merupakan 

upaya dalam proses penegakan 

hukum, selain itu juga yang 

menjadi pekerjaan rumah bagi 

Polres Kota Yogyakarta yaitu 

masih minimnya sarana dan 

prasarana yang ada, hal ini 

tentunya dapat mengahambat 

proses penegakan hukum yang 

baik.
6
 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
6
Muh∂mm∂d Yogie Adh∂. Peneg∂k∂n Hukum At∂s Tind∂k Pid∂n∂ Keker∂s∂n Terh∂d∂p An∂k Di 

Wil∂y∂h Hukum Kepolisi∂n Resor Kot∂ Yogy∂k∂rt∂.Skripsi. Jurus∂n Ilmu Hukum F∂kultas Sy∂ri’∂h 

D∂n Hukum Universit∂s Isl∂m Negeri Sun∂n K∂lij∂g∂ Yogy∂k∂rt∂ 2017 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita 

perjuangan bagsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus yang menjamin kelangsungan eksintensi bangsa dan negara pada 

masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul 

tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berakhlak mulia, mesti dilaksanakan upaya 

perlindungan serta untuk mewujudkan kesehjateraan anak dengan 

memberikan jaminan terhadapa pemenuhan haknya beserta adanya 

perlakuan tanpa diskriminasi.
7
 Selain itu juga, pengertian anak ada 3 

macam, antara lain yaitu secara Etimologis, secara Sosiologis, dan secara 

Yuridis. 

a. Pengertian Anak secara Etimologis 

Menurut Kamus Besar Umum Bahasa Indonesia Anak 

diartikan sebagaimanusia yang masih kecil ataupun manusia yang 

belum dewasa. sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, 

ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang 

paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan 

                                                           
7
Abu Hur∂er∂h, Op.Cit, hlm. 8 
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mereka sering menjadi korban tindak kekerasan  dan pelanggaran 

terhadap hak-haknya.  

b. Pengertian Anak secara Sosiologis 

Dalam pandangan sosiologsi bahwa anak adalah bagian dari 

masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, 

komunitas, atau masyarakat pada umumnya
8
 

c. Pengertian Anak secara Yuridis 

Di Indonesia telah diatur dalam Perundang-Undangan atau 

secara Yuridis tentang pengertian anak, berdasarkan peraturan 

Perundang-Undangan yang telah berlaku di Indonesia, pengertian 

anak ada banyak macam, yaitu sebagai berikut : 

1) Anak Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak 

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang  

Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak adalah 

seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan.
9
 

2) Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak 

                                                           
8
W.J.S. Poerw∂d∂rmint∂, K∂mus Umum B∂h∂s∂ Indonesi∂, B∂l∂i Pust∂k∂,  Amirko,1984, h∂l. 

25 
9
P∂s∂l 1 ∂y∂t (1) Und∂ng-Und∂ng Nomor23 T∂hun 2002 tent∂ng Perlidung∂n An∂k 
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Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 

butir2).
10

 

3) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah 

berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
11

 

4) Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang HakAsasi Manusia adalah sebagai berikut : 

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih 

dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
12

 

Children are the living messages we send to a time we will not see 

(anak adalah pesan hidup yang kita kirim untuk masa yang tidak kitalihat), 

begitulah John W Whitehead dalam Lenny N.Rosalin menggambarkan 

pentingnya anak sebagai generasi penerus sekaligus asset terbesar untuk 

masa depan. Dalam pandagan yang visioner, anak merupakan bentuk 

investasi yang menjadi indikator keberhasihan suatu bangsa dalam 

melaksanakan pembangunan. Keberhasihan pembagunan anak akan 

menentukan kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang, serta 

merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka 

                                                           
10

Red∂ksi Sin∂r Gr∂fik∂, UU Kesej∂hter∂∂n An∂k, Sin∂r Gr∂fik∂, J∂k∂rt∂,1997, h∂l. 52 
11

Und∂ng-Und∂ng Nomor 11 T∂hun 2012 Tent∂ng Sistem Per∂dilanPid∂n∂ An∂k 
12

P∂s∂l 1 butir 5 Und∂ng-Und∂ng Nomor 39 T∂hun 1999 tent∂ng H∂k As∂si M∂nusi∂ 
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harus dipersiapkan dan dibimbing sejak dini agar dapat berkembang 

jasmani dan rohani menjadi anak-anak yang sehat, maju, mandiri dan 

sejahtera yang akan menjadi sumber daya yang berkualitas dan mampu 

menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, upaya tumbuh 

kembang anak harus dimulai sendiri, mungkin dimulai sejak dalam 

kandungan dan berlanjut hingga tahap tumbuh kembang berikutnya. 
13

 

Pentingnya status anak bagi bangsa ini mendorong kita untuk 

tanggap dan progresif dalam penyelenggaraan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Perhatikan definisi anak-anak yang disebutkan di 

atas. Kita bisa bernafas lega karena sudah dipahami sepenuhnya. Namun 

untuk menentukan batas usia menurut konsep anak, kita anak diberikan 

batasan usia yang berbeda bagi anak, dengan mempertimbangkan 

perbedaan definisi batas usia anak dalam undang-undang yang berbeda, 

misalnya. 
14

 

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

mensyaratkan usia perkawinan 16 Tahun bagi prempuan dan 19 

Tahun bagi laki laki.  

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 

Anak mendefinisikan anak berusia 21 Tahun dan belum pernah 

kawin.  

                                                           
13

Solehuddin, Pel∂ks∂n∂∂n Perlindung∂n Hukum Terh∂d∂p Pekerj∂ An∂k y∂ng Bekerj∂ 

diBid∂ng Konstruksi (Studi di Proyek Pemb∂ngun∂n CV. K∂ry∂ Sej∂ti K∂bup∂ten S∂mp∂ng), Jurn∂l 

Universit∂s Br∂wij∂y∂, M∂l∂ng, 2013, hlm. 5 
14

 Dj∂mil, N∂sir M .An∂k Buk∂n Untuk Dihukum, J∂k∂rt∂: Sin∂r Gr∂fik∂, 2013. hlm. 9 
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c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara nakal telah 

berusia delapan tahun, tetapi belum mencapai 18 Tahun dan 

belum pernah kawin.  

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 Tahun dan belim pernah kawin. 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 

membolehkan usia bekerja 15 tahun.  

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 Tahun, yang 

dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 Tahun. 

Definisi yang berbeda ini menunjukkan bahwa peraturan 

perundang-undangan yang berlaku telah diselaraskan. Sehingga dalam 

pelaksanaannya, karena adanya perbedaan tersebut maka akan banyak 

kendala di lapangan.  

Merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak Anak (convention on 

the Right of the Child), pengertian anak adalah: “Anak adalah setiap 

orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali hukum yang berlaku 

terhadap anak terjadi lebih awal”. Untuk itu, Undang-UndangNomor35 

Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan definisis anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termaksud anak yang masih dalam kandungan. Hadi Supeno 
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mengungkapkan, pasca lahirnya UU Perlindungan Anak, yang tergolong 

Lex specilaist di lapisan hukum, semua ketentuan lain yang mengatur 

tentang anak harus diubah, termasuk kebijakan yang diterapkan dan 

terkait dengan pelaksanaan hak-hak anak.
15

 

2. Hak – Hak Anak 

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan. serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskrimnasi.
16

 

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap 

hak-haknya. Sebagaimana diketahui mausia adalah pendukung hak sejak 

lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga 

perlu dilindungi oleh setiap otang. Hak yang demikian itu tidak mutlak, jadi 

setiap orang harus melindunginya. Hak-hak ini juga tidak dikecualikan 

untuk anak-anak. Namun, anak memiliki hak khusus berdasarkan kebutuhan 

khusus karena keterbatasan kapasitasnya sebagai anak. Pembatasan-

pembatasan tersebut yang kemudian menyadarkan dunia akan hak-hak anak 

mutlak diperlukan untuk menciptakan kemanusiaan yang lebih baik.
17

 Hak-

hak Anak telah tercantum dalam Undang-Undang. Adapun hak-hak anak 

menurut Undang-Undang  yaitu sebagai berikut: 

 

 

                                                           
15

 H∂di Supeno. Krimin∂lis∂si An∂k. J∂k∂rt∂: PT Gr∂medi∂ Pust∂k∂.2010. hlm 10 
16

P∂s∂l 1 Ay∂t 2 Und∂ng-Und∂ng Nomor 23 T∂hun 2002 tent∂ng Perlidung∂n An∂k 
17

Solehuddin, Op. Cit., hlm 5 
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a Undang-Undang  Nomor 35 tahun 2014  

a) Pasal  9 

1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran 

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 

kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. 

1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan 

pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang 

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama 

peserta didik, dan/atau pihak lain. 

2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak 

memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki 

keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. 

 

b) Pasal 12 

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaantaraf kesejahteraan 

social. 

 

c) Pasal 14 

(1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, 

kecuali jika ada alasan dan/atauaturan hukum yang sah 

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan 

terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. 

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)Anak tetap berhak: 

a bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap 

dengan kedua Orang Tuanya; 

b mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan 

perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua 

Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; 

c memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya 

d memperoleh Hak Anak lainnya 

 

d) Pasal 15  

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: 

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata. 

c. pelibatan dalam kerusuhan social. 

d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan. 
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e. pelibatan dalam peperangan. 

f. kejahatan seksual
18

 

 

b Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 3 

Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: 

a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan 

sesuai dengan umurnya; 

b) dipisahkan dari orang dewasa; 

c) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; 

d) melakukan kegiatan rekreasional; 

e) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang 

kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 

martabatnya; 

f) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 

g) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya 

terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 

h) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, 

tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; 

i) tidak dipublikasikan identitasnya; 

j) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang 

dipercaya olehAnak; 

k) memperoleh advokasi sosial; 

l) memperoleh kehidupan pribadi; 

m) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 

n) memperoleh pendidikan; 

o) memperoleh pelayananan kesehatan; dan 

p) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan
19

 

 

Anak adalah generasi penrus yang Baik buruknya masa depan 

bangsa juga tergantung dari baik buruknya kondisi anak saat ini. Dalam 

kaitan ini, sudah menjadi tugas kita bersama untuk memperlakukan anak 

dengan baik, agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik serta 

menjadi pembawa pesan peradaban bangsa ini. Sehubungan dengan 

perlakuan terhadap anak tersebut, penting bagi kita untuk mengetahui hak 

                                                           
18

 Und∂ng-Und∂ng Nomor 35 t∂hun 2014 tent∂ng perub∂h∂n ∂t∂s Und∂ng-Und∂ng nomor 23 

t∂hun 2002 tent∂ng perlindung∂n An∂k 
19

Und∂ng-Und∂ng Nomor 11 t∂hun 2012  tent∂ng Sistem Per∂dil∂n An∂k P∂s∂l 3 
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anak dan kewajiban anak. Apalagi dalam hal menggunakan haknya, anak 

tidak bisa melakukannya sendiri karena kemampuan dan pengalamannya 

yang terbatas. Orang dewasa terutama orang tua berperan penting dalam 

mewujudkan hak-hak anak.
20

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai 

norrma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Dengan memasukkan hak-

hak anak dalam kerangka UUD, dapat diartikan bahwa status dan 

perlindungan hak-hak anak merupakan persoalan penting yang harus lebih 

dikembangkan dan dilaksanakan dalam kenyataan sehari-hari.  

B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak 

1. Pengertian Kekerasan Seksual Anak 

Kekerasan Seksual atau sexual abuse, yaitu  setiap tindakan berupa 

ucapan ataupun perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi 

orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam aktivitas seksual yang 

tidak dikehendaki. Komnas Perempuan telah membuat 15 kategori bentuk 

kekerasan seksual yang terdiri dari: pemerkosaan, intimidasi seksual, 

pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan dengan 

tujuan seksual, prostitusi secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan 

perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan 

menggunakan kontrasepsi dan melakukan sterilisasi, penyiksaan secara 

                                                           
20

M.N∂sir Dj∂mil, Op. Cit., hlm 12 



19 
 

seksual yang membahayakan dan mendiskriminasi perempuan dan kontrol 

seksual.
21

 

Kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada orang dewasa, namun 

juga bisa terjadi pada anak-anak (0–18 tahun). Anak menjadi salah satu 

target kekerasan seksual paling rentan karena ia berada di posisi lebih 

lemah dan tidak berdaya karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara 

pelaku dan anak. 

Pelaku kekerasan seksual kebanyakan dari orang yang dikenal 

korban, yakni dari lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal 

anak, seperti di rumahnya sendiri, lembaga pendidikan, tempat beribadah, 

dan juga lingkungan sosial anak. Data yang dikeluarkan tim riset tirto.id, 

mencatat sebanyak 60% pelaku dari orang terdekat, 30% keluarga korban, 

dan 10% orang asing.
22

 

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat mengalami 

dampak pada kesehatan mentalnya, seperti: 

a. Rasa Percaya: karena menjadi korban kekerasan seksual dapat merusak 

kepercayaan korban bahwa dunia adalah tempat yang aman dan 

mempengaruhi kemampuan korban untuk mempercayai orang lain. Ini 

bisa sangat sulit ketika korban memiliki hubungan dekat dengan pelaku. 

b. Harga Diri: Korban mungkin menyalahkan dirinya sendiri atas 

kekerasan tersebut, meskipun itu bukan kesalahan korban. Korban 

mungkin mengalami kesulitan merasa sehat atau melihat masa depan. 

                                                           
21

Yoh∂nnes Ferry, Keker∂s∂n Seksu∂l P∂d∂ An∂k D∂n Rem∂j∂, J∂k∂rt∂, PT.R∂j∂w∂li, 1997, Hlm. 

2 
22

Gosit∂, Arif, M∂s∂l∂h Perlindung∂n An∂k, J∂k∂rt∂, Ak∂demik∂ Pressindo, 1989. 
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c. Mengatasi Stres: Korban mungkin memiliki banyak emosi negatif, yang 

membuatnya sulit untuk mengatasi stres sehari-hari. 

d. Impulsivitas: Impulsivitas berarti bertindak tanpa memikirkan 

konsekuensinya, yang dapat menyebabkan melakukan hal-hal yang 

berisiko. 

e. Rasa Marah: Korban mungkin kesulitan mengendalikan emosinya. 

f. Disosiasi: Dalam disosiasi, pikiran korban "terputus" dari peristiwa 

untuk melindungi dirinya sendiri. Korban mungkin tidak mengingat apa 

yang terjadi, mungkin merasa bahwa dunia di sekitarnya tidak nyata, 

atau mungkin merasa bahwa korban tidak ada dalam tubuhnya. Ini 

adalah respons umum terhadap rasa sakit dan ketakutan. 

g. Melukai Diri Sendiri: Korban boleh mencelakai dirinya sendiri, tetapi 

tidak berniat bunuh diri. Ini adalah cara korban menghadapi pikiran 

atau perasaan yang sulit.
23

 

2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Anak 

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang 

terjadi pada anak. Selanjutnya kita akan bahas beberapa bentuk kekerasan 

seksual tersebut,yaitu: 

a. Sodomi 

Sodomi merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual 

dimana alat kelamin masuk ke anus. Hal ini sering terjadi kepada anak-

                                                           
23
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anak bahkan dari orang terdekat seperti guru, tukang kebun, atau orang 

yang tak dikenal sebelumnya. 

b. Pemerkosaan 

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang 

mengarah pada suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat 

korbannya mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu 

berkutik. 

c. Pencabulan 

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari 

pelaku kepada korban yang bisa mengurangi kehormatan. Pada hal  ini 

biasanya disertai juga dengan kekerasan dan juga paksaan. Contoh 

pencabulan adalah menyentuh korban di bagian yang tidak boleh 

disentuh, atau memaksa korban menyentuh bagian tubuh pelaku yang 

seharusnya tak boleh disentuh.
24

 

d. Incest 

Incest merupakan bagian dari kekerasan seksual yang berlaku 

di dalam keluarga. Incest merupakan suatu kelainan seksual yang 

dilakukan oleh sesama anggota keluarga. Kasus incest berdasarkan 

Pasal 285, Pasal 287, Pasl 294 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) butir 

(1).
25
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C. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum 

1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai layanan yang harus 

diberikan oleh penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan 

rasa aman secara fisik dan psikologis kepada korban dan konsekuensi dari 

intimidasi, terorisme dan kekerasan. Segala aspek yang timbul selama 

penyidikan, penuntutan dan persidangan. Penegakan hukum tidak hanya 

ditujukan untuk kepentingan jangka pendek, tetapi harus didasarkan pada 

kepentingan jangka panjang.
26

 

Menurut R. Soeroso, hukum adalah kumpulan peraturan yang 

dibuat oleh penguasa umum untuk mengatur kehidupan masyarakat dan 

bersifat memerintah, melarang atau memaksa, memberikan sanksi hukum 

kepada pelanggarnya.
27

 

Pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli : 

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk 

menjamin terlindungnya hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain 

dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak yang diramalkan oleh hukum.
28

 

C.S.T. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai sumber daya 

hukum yang harus disediakan oleh lembaga penegak hukum untuk 

menciptakan rasa aman mental dan fisik dari pelecehan dan berbagai 
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ancaman dari mana saja untuk memastikan keselamatan pribadi. Philipus 

M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan 

melindungi atau membantu subjek hukum melalui penggunaan perangkat 

hukum.
29

 

Perlindungan hukum merupakan konsep universal dari negara 

hukum. Pada dasarnya ada dua bentuk perlindungan hukum, perlindungan 

hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum 

preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif 

sangat penting bagi kebijakan pemerintah, karena adanya perlindungan 

hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam 

mengambil keputusan. Aturan tersebut berisi semacam tindakan 

pencegahan untuk mencegah pelanggaran dan memberlakukan batasan 

pada pemenuhan tugas. Perlindungan hukum yang bersifat menindas dapat 

digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pelanggaran, 

perlindungan ini merupakan perlindungan pamungkas yang dibentuk 

dengan pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Tujuan dari 

perlindungan hukum ini adalah untuk melindungi korban kekerasan 

seksual dan menjamin keadilan. 

2. Dasar Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Korban Kekerasan 

Seksual 

Perlindungan korban kekerasan seksual membutuhkan peran serta 

masyarakat yang berbelas kasih terhadap apa yang dialaminya untuk hidup 
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sesuai dengan perasaan kemanusiaannya, sebagaimana tertuang dalam 

Pancasila sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. 

Perlindungan korban juga bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan 

masyarakat, sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi 

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. 

Dalam kaitannya dengan perlindungan korban kekerasan seksual, 

perlindungan korban merupakan salah satu perwujudan dari tujuan bangsa 

Indonesia menurut alinea 4 pembukaan UUD 1945 dan juga diatur dalam 

pasal 28D ayat 1 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang 

sama di hadapan hukum”. Kepentingan perlindungan korban dalam proses 

pidana tentu tidak dapat dipisahkan dengan perlindungan korban sesuai 

dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Perlindungan hukum untuk 

korban kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 KUHP dan untuk korban 

kekerasan seksual pada pekerja perempuan diatur dalam pasal 158 dalam 

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bagi pelaku 

yang melakukan kesalahan berat maka akan kena pemutusan hubungan 

kerja. 

Saat ini perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan 

seksual pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. Selain Undang-Undang tersebut Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dapat di gunakan sebagai 
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dasar hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual.
30

 

Undang-undang ini mengatur hak korban atas perlindungan keselamatan 

pribadi agar korban merasa lebih aman setelah menerima laporan kekerasan 

seksual. 

Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau 

finansial sebagai akibat dari tindak pidana.
31

 Korban kekerasan seksual 

adalah orang yang mengalami kerugian spiritual dan emosional karena 

perbuatannya menimbulkan rasa malu, gangguan dan ketakutan. 

Pengorbanan terkandung dalam pengorbanan langsung. Korban langsung 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
32

 Korban adalah orang yang secara 

sendiri-sendiri atau bersama-sama menderita kerugian 

fisik/mental/emosional, kehilangan pendapatan atau tertindasnya hak asasi 

manusia sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian yang dianggap sebagai 

tindak pidana menurut hukum pidana dan yang diakibatkan oleh 

penyalahgunaan kekuasaan. 

Pada sidang induk pertama hingga selesai, korban mendapatkan 

perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK) sesuai 

dengan ketentuan hukum. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi-Korban) 

membantu korban mendapatkan hak dan bantuan hukum. Jika korban 
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kejahatan adalah perempuan, korban juga dapat mengajukan perlindungan 

dan pendampingan ke Komnas Perempuan.
33

 

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

perlindungan saksi dan korban, Pada prinsipnya, korban tindak pidana 

kekerasan memiliki hak atas keselamatan dan bebas memilih jenis 

perlindungan korban yang dibutuhkannya serta memberikan informasi tanpa 

tekanan. Segala macam masalah pelibatan, untuk terus mendapatkan 

informasi tentang perkembangan persidangan, untuk mendapatkan informasi 

tentang keputusan pengadilan pidana, dan untuk menginformasikan bahwa 

jika terpidana dibebaskan dari segala tuduhan dan diberi identitas baru, dia 

akan diberikan tempat tinggal baru dan diterimanya Jaminan Biaya 

Transportasi, hak nasihat hukum dan bantuan untuk mempertahankan 

kehidupan sementara. 

Padahal, bersama Lembaga Perlindungan Korban (LPSK) dan 

lembaga kepolisian yang berperan penting dalam perlindungan korban, 

masyarakat harus dilibatkan dalam perlindungan korban. Masyarakat harus 

membantu korban memulihkan reputasinya dan mengembalikan 

keseimbangan psikologis korban. 

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Tiga topik inti/penting hukum pidana fokus pada delik yang 

didefinisikan sebagai tindak pidana (kejahatan, pelanggaran ringan, 
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kejahatan, kejahatan), pertanggungjawaban pidana, dan masalah kejahatan 

dan hukuman. Pengertian kejahatan merupakan masalah yang berkaitan erat 

dengan masalah kriminalisasi (criminal policy), yang dimaknai sebagai 

proses pendefinisian tindakan individu yang semula bukan tindakan 

kriminal menjadi tindakan kriminal. Proses pendefinisian ini harus 

dirumuskan. Tindakan yang berada di luar diri orang itu sendiri. 
34

 

Istilah crime digunakan sebagai terjemahan dari istilah criminal feit 

atau delik. Strafbaar Feit terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit, 

secara harfiah kata “straf” berarti kriminal, “baar” berarti dapat atau dapat 

dan “feit” adalah perbuatan. Adapun istilah punishment feit secara 

keseluruhan, ternyata punishment juga diterjemahkan sebagai hukum. Dan 

biasanya hukum merupakan terjemahan dari recht, seolah-olah pidana 

memiliki arti yang sama dengan hak. Kata "bar" menggunakan dua istilah, 

diizinkan dan dapat. Sementara itu, empat istilah digunakan untuk kata 

"feit", yaitu tindakan, peristiwa, cedera, dan perbuatan. Sedangkan menurut 

beberapa ahli hukum pidana (strafbaar feit), adalah sebagai berikut: 

1) Menurut Pompe, “strafbaar feit” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 

pelanggaran aturan (interruption of the rule of law) yang disengaja 

maupun tidak disengaja oleh aktor jika aktor tersebut harus dipaksa untuk 

menjaga sistem hukum dan melindungi kepentingan hukum.
35
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2) Menurut Van Hamel bahwa strafbaar feit itu adalah Kekuasaan 

seseorang sebagaimana didefinisikan oleh hukum adalah melawan 

hukum, layak mendapat hukuman dan kesalahan. 

3) Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan konsep peristiwa pidana, 

yang sering disebutnya dengan kejahatan karena peristiwa itu 

menyangkut kelalaian positif atau kelalaian negatif dan akibat-akibatnya 

(situasi sesekali). 

4) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang 

dan diancam dengan pidana oleh seorang penjahat yang melanggar 

hukum.
36

 

5) Menurut Vos adalah salah seorang ahli yang secara ringkas merumuskan 

tindak pidana, yaitu perbuatan manusia yang dikriminalisasi oleh 

peraturan perundang-undangan pidana.
37

 

Mencermati pengertian di atas, ada beberapa syarat untuk 

menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, syarat-syarat tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Harus ada perbuatan manusia; 

b. Perbuatan manusia bertentangan dengan hukum 

c. Perbuatan ini dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana 

d. Tindakan itu dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab 

e. Perbuatan mesti dipertanggung jawab atas perbuatannya.
38
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Tindak pidana pada umumnya mengacu pada perbuatan atau 

kegiatan (akibat) yang dilarang oleh undang-undang. Delik khusus lebih 

berkaitan dengan persoalan legalitas atau fakta yang diatur secara hukum. 

Beberapa delik memuat rujukan pada aturan hukum atau rule of law semata, 

hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tidak dimasukkan 

dalam pembahasan. Pidana khusus ini diatur dengan undang-undang 

tersendiri dari undang-undang pidana umum. Sedangkan itu, Istilah tindak 

pidana di dalam hukum Islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili 

kata tersebut yaitu jinayah dan jarimah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, 

kata jarimah berarti perbuatan pidana atau tindak pidana. Secara etimologis 

jarimah berasal dari kata jaramayajrimu-jarimatan, yang berarti “berbuat” 

dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terabatas pada 

“perbuatan dosa” atau “tindakan bermusuhan”. Kata jarimah juga berasal 

dari ajrama-yajrimu, yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan kebenaran dan keadilan serta menyimpang dari jalan yang lurus”.
39

 

Menurut terminologi, larangan jarimah syariah adalah “diancam oleh 

Allah dengan hukuman hudud dan takzir”. Menurut qanun Nomor 6 Tahun 

2014 tentang hukum jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah 

perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam dalam Qanun ini diancam 

dengan Uqubah Hudud dan/atau Takzir. Menurut qanun Nomor 7 Tahun 

2013 tentang hukum acara jinayat, Jarimah melakukan perbuatan yang 
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dilarang dan/atau melanggar hukum Syariah Islam dalam Qanun. Jinayat 

diancam dengan Uqubah, Hudud, Qisash, Diyat dan/atau Takzir. 
40

 

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana juga bisa dikatakan sebagai delik yang merupakan 

tindakan yang dilarang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Jika 

perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku bisa dikenakan sanksi atau 

hukuman dikarenakan sudah melanggar aturan Undang-Undang yang 

berlaku. Dalam tindak pidaa tersebut dibagi menjadi beberapa jenis-jenis 

tindak pidana, yaitu antara lain : 

a. Delik Formil dan Delik Materil 

1) Delik formil adalah delik atau tindak pidana yang dalam 

perumusannya pada perbuatan yang dilarang. Bisa dikatakan delik 

formil selesai dilakukan jika ada perbuatan yang mencocoki 

rumusan dalam Pasal Undang-Undang yang bersangkutan. 

Contohnya penghasutan yang bisa dikenai karena ada dalam Pasal 

160 KUHP. 

2) Delik materiil merupakan delik yang dalam perumusannya dititik 

beratkan pada akibat yang tidak dikehendaki terjadi atau dilarang. 

Contohnya delik pembunuhan yang ada dalam Pasal 338 KUHP. 

b. Kejahatan dan Pelanggaran 

Jenis-jenis tindak pidana yang selanjutnya yaitu  kejahatan dan 

pelanggaran. Kejahatan merupakan tindakan atau perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan, hal ini terlepas mengenai apakah 
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tindakan tersebut diancam pidana dalam Undang-Undang atau tidak. 

Jadi kejahatan bisa dirasakan oleh masyarakat sendiri bahwa tindakan 

tersebut melanggar keadilan. Contohnya pencurian dan pembunuhan. 

Sedangkan untuk perbuatan pelanggaran adalah perbuatan yang 

baru saja disadari oleh masyarakat bahwa tindakan tersebut termasuk 

dalam tindak pidana. Contohnya seperti mengendarai sepeda motor 

tanpa menggunakan kelengkapan berkendara termasuk dalam jenis 

pelanggaran. 

c. Delik Dolus dan Delik Culpa 

Jenis-jenis tindak pidana selanjutnya yaitu  mengenai delik 

dolus dan delik culpa. Delik dolus sendiri merupakan perbuatan yang 

dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan. Salah satu contohnya 

seperti yang ada dalam Pasal 187, 197, 245, 338, 310, dan 263 KUHP. 

Sedangkan untuk delik culpa merupakan tindak pidana yang dilakukan 

namun tanpa ada unsur kesengajaan atau bisa dikatakan sebagai tindak 

pidana yang tidaksengaja dilakukan. 
41

Contohnya seperti dalam Pasal 

231 ayat 4, 195, 203, 201, 197, 360 dan 359 KUHP. 

d. Delik Tunggal dan Delik Berganda 

Dalam jenis-jenis tindak pidana, delik tunggal merupakan tindak 

pidana yang cukup dilakukan 1 kali saja. Namun, berbeda dengan delik 

berganda yang dilakukan dalam beberapa kali perbuatan. Contohnya, 

seperti tindakan penadahan sebagai kebiasaan yang ada dalam Pasal 

481 KUHP. 
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Dalam jenis-jenis tindak pidana diatas, terdapat juga jenis-jenis 

tindakan pidana lainnya, yaitu antara lain : 

a. Jenis – Jenis Tindak Pidana Khusus 

Selain beberapa jenis-jenis tindak pidana diatas, juga ada jenis 

tindak pidana khusus yang merupakan tindak pidana  di luar hukum 

pidana umum. yaitu : 

1) Pencucian Uang 

Jenis-jenis tindak pidana khusus ini bisa dikatakan tindak 

pidana baru dalam hukum pidana Indonesia yang selain mengancam 

sistem keuangan dan stabilitas ekonomi juga membahayakan 

kehidupan bermasyarakat. Tindakan pencucian uang ini diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. 

2) Korupsi 

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum 

yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, 

sehingga merugikan keuangan negara. Dalam hal ini diatur dalam UU 

No 20 Tahun 2001 dan UU No 31 Tahun 1999. 

3) Terorisme 

Jenis tindak pidana yang merupakan aktivitas yang melibatkan 

unsur kekerasan atau yang lainnya yang melanggar hukum pidana 

hingga menyebabkan bahaya untuk penduduk sipil. 
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4) Narkotika 

Tindak pidana narkotika secara legal hanya untuk kebutuhan 

kesehatan atau ilmu pengetahuan. Sedangkan selain itu bisa dikatakan 

hal yang ilegal dan bisa dikenai sanksi sesuai dalam Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009. 

5) Psikotropika 

Jenis-jenis tindak pidana khusus selanjutnya adalah tindak 

pidana yang sering disalah gunakan yang dalam hal ini sudah diatur 

pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. 

6) Pornografi 

Merupakan tindakan yang bisa merusak norma kesusilaan 

sehingga ada aturan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 

yang mengatur mengenai hal tersebut
42

. 

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Umum  

Selain jenis-jenis tindak pidana khusus, juga ada jenis tindak 

pidana umum yang dalam hal ini lebih sering terjadi di lingkungan 

sekitar seperti: 

1) Pembunuhan 

Pembunuhan merupakan suatu tindak pidana yang dengan 

sengaja dilakukan pelaku melalui proses yang berakibat dengan 

menghilangkan nyawa seseorang, pembunuhan terdapat dalam Pasal 

338 KUHP “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
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diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima 

belas tahun ”. 

2) Pencabulan 

Pencabulan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 

seseorang kepada orang lain ataupun anak di bawah umur dengan cara 

melampiaskan nafsu bejatnya dengan modus memberi imbalan 

ataupun memaksa. Pencabulan diatur dalam Pasal 289 KUHP yaitu 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang 

kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun”.  

3) Perzinahan 

Perzinahan sebaiknya tidak dilakukan, karena perzinahan dapat 

menyebabkan terjadinya dendam ataupun kebencian yang berujung 

menjadi suatu konflik dan dapat menyebabkan menghilangkan nyawa 

seseorang dengan sengaja. Perzinahan diatur dalam Pasal 284 ayat (1) 

KUHP dengan ancaman pidana selama 9 bulan.  

4) Pemerkosaan 

Merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada 

suatu pemaksaan. Pemaksaan ini sering kali membuat korbannya 

mengelak namun tetap dilakukan hingga korban tak mampu 

berkutik.
43
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3. Unsur – Unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur hukum pidana Jika diketahui pengertian dan pengertian 

yang lebih mendalam tentang kejahatan itu sendiri, maka kejahatan itu 

mempunyai unsur-unsur kejahatan. Pada prinsipnya setiap delik harus 

merupakan perbuatan unsur luar (fakta), termasuk perbuatan dan akibat-

akibatnya. Keduanya mengarah pada peristiwa di alam dunia (dunia). Ciri-

ciri kejahatan tersebut adalah: 

a. Unsur Objektif  

Elemen di luar penulis. Unsur-unsur yang berhubungan dengan 

situasi, keadaan dimana perbuatan pelaku hanya dilakukan terdiri dari : 

1) Sifat melanggar hukum.  

2)  Kualitas dari si pelaku.  

3)  Kausalitas 

b. Unsur Subjektif 

Unsur-unsur yang ada atau yang berhubungan dengan pribadi 

pengarang atau yang berhubungan dengan pribadi pengarang dan 

mengandung segala sesuatu yang dekat dengan hatinya. Barang ini 

terdiri dari: 

1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)  

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 

ayat (1) KUHP.  

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan 

pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.  
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4)  Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam Pasal 340 

KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.  

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.
44

 

Menurut Simons, unsur-unsur kejahatan (Strafbaar feit) 

adalah:
45

 

a. Tindakan manusia (positif atau negatif melakukan atau tidak 

melakukan atau memberi). 

b. untuk mengancam tuntutan pidana (statbaar gesteld). 

c. Melawan hukum (unrechnatig). 

Menurut Pompe, suatu tindak pidana mensyaratkan syarat-syarat 

berikut dipenuhi:  

a. Ada perbuatan manusia 

b. Selesaikan rumus secara formal 

c. Itu melawan hukum. 

Menurut Jonkers, ciri-ciri kejahatan adalah:  

a. Perbuatan (yang);  

b. melawan hukum (berkaitan dengan); 

c. kesalahan (mungkin buatan manusia); 

d. bertanggung jawab 
46

 

Sementara itu, ciri-ciri kejahatan berada di bawah hukum Islam. 

Jika suatu kejahatan dapat dikatakan sebagai kejahatan jika unsur-

unsurnya terpenuhi, maka unsur-unsur itu adalah:  
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a. Nash, yang menyangkal kejahatan tersebut dan mengancam 

hukuman. Unsur ini sering disebut unsur formil (rukun syar'i). 

b. Adanya tingkah laku yang menjadi ciri Jarima, atau berupa 

tindakan nyata atau sikap tidak bertindak. Unsur ini sering disebut 

unsur material (rukun maddi). 

c. Pelakunya adalah blasteran, yaitu. H. orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan unsur ini sering 

disebut sebagai unsur akhlak (rukun adabi).  

Ketiga unsur ini harus dipenuhi dalam setiap kejahatan. Elemen-

elemen ini adalah elemen umum. Demikian pula menurut Asep 

Saeppudin Jahar, unsur-unsur tindak pidana (yang disebut ruang lingkup 

hukum pidana) menitikberatkan pada tiga hal, yaitu: 

Pertama, objek kejahatan, yaitu. pelaku atau pertanggungjawaban 

pidana, yaitu keadaan yang membuat orang tersebut dapat dihukum dan 

alasan serta keadaan yang membuat pelaku yang terbukti dapat dihukum. 

Kedua, subjek perbuatan, yaitu segala kegiatan yang dilarang, 

sering disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, kejahatan, 

peristiwa pidana, dan kegiatan kriminal. Ungkapan-ungkapan ini adalah 

terjemahan bahasa Arab dari ungkapan Jarimah. 

Ketiga, sanksi pidana, hukuman atau sanksi apa yang dapat 

dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan dapat 

dimintai pertanggung jawaban. Ungkapan ini merupakan terjemahan dari 

ungkapan Uqubah dalam bahasa Arab. Seseorang yang melakukan 
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kejahatan harus memenuhi syarat-syarat berakal, cukup umur dan 

merdeka (mukhtar).
47
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dalam penelitian 

ini, penulis mengatur agar pada saat menganalisis masalah, bahan hukum yang 

merupakan data sekunder digabungkan dengan informasi primer dari praktik. 

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang 

berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana 

bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian hukum ini diambil 

dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan 

pemerintah.
48

 

B. Metode Pendeketan 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pendekatan Undang-Undang(Status Approach) 

Pendekatan Undang-undang yaitu pendekatan legislatif dan regulasi, 

yaitu. H. pendekatan yang mengkaji yang berkaitan dengan perlindungan 

hukum terhadap kekerasan seksual anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak Kota Bima. 

2. Pendekatan Sosiologis (Sosiologices Approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menguji kesahihan empiris dari 

suatu peraturan dan kenyataan hukum, dalam penangangan kasus yakni 
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tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidanakekerasaan seksual 

anak.
49

 

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data  

1. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer  

Bahan Hukum primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari lapangan dari lapangan berdasarkan dari responden dan 

narasumber. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian 

dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan 

dengan objek penelitian.  

c. Bahan Hukum Tresier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder,yaitu: 

a) Kamus Hukum 

b) Kamus Bahasa Indonesia 

c) Kamus Bahasa Inggris 

d) Ensiklopedia terkait. 

2. Sumber Data  

a. Data primer mengambil data dari penelitian menggunakan instrument 

yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. 
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b. Data Sekunder adalah data yang dicatat dalam buku ini, mempelajari 

dan meninjau bahan-bahan perpustakan untuk mendapatkan data 

sekunder. 
50

 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data   

Salah satu aspek terpenting dari penelitian normatif empiris adalah 

pengumpulan data sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data tentang 

masalah beberapa Teknik yang dianggap perlu dan dilakukan sebagai 

berikut:
51

 

1. Interview atau wawancara 

Selama wawancara, itu bukan alat yang terpisah atau khusus, tetapi 

tambahan metode dan teknik lain. Wawancara adalah percakapan pribadi 

dengan tujuan memperoleh informasi faktual untuk menilai dan 

mengevaluasi kepribadian seseorang atau untuk tujuan tertentu. Penulis 

mengajukan pertanyaan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 

2. Tehnikkepustakaan (Libray Research 

Kepustakaan yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data yang 

kemudian penelitian menelaah, mengkaji, dan menganalisis bahan-bahan 

literatur hukum tersebut serta dokumen-dokumen tulisan ilmiah yang 

berupa peraturan perundang-undang, buku-buku ilmiah, artikel-artikel, 

jurnal, majalah yang diambil dari media cetak maupun elektronik yang 
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berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti terkait dengan 

penegakan hukum terhadap tindak pidanakekerasaan seksual anak di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 

E. Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif 

yaitu suatu analisis hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan dan 

hasil wawancara dengan responden atau informan, kemudian dianalisis untuk 

memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan disajikan 

berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan 

tentang pola dan problematika.Penulis menerapkan data yang telah diperoleh 

dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan studi kepustakaan. 

Sehingga hasil dapat dijadikan pedoman dalam pemecahan permasalahan 

dikaji. 

 


